STUN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN

RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN

PUSAT KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN
Jalan Gardu, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan 12640
Laman http:. puskur kemdikbud. go.1d

Nomor : DG42HAHK.03/2024 4 Juni 2024
Lampiran  : satu berkas
Hal :  Penyampaian Salinan Keputusan Kepals BSKAP
Nomaor 026/H/KR/2024
Yth,
I. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;

2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; dan
3. Kepala Satuan Pendidikan
di Seluruh Indonesia

Dengan hormat bersama ini kami sampaikan salinan Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum,
dan Ascsmen Pendidikan Nomor 0260H/KR/2024 ientang Satuan Pendidikan Pelaksana
Implementasi Kurikulum Merdeka. Dokumen tersebut dapat diakses pada tautan berikut:

https: ‘kurikulum. kemdikh / - -merdeka

Demikian yang dapat kami sampaikan untuk diketahei dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Pusat,

Dr. Yogi Anggraena, S.Si., M.Si.
Tembusan: NIP 198105122008121001
Sekretaris Jenderal,

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengak;
Darektur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi;

Kepala BGP/BBGP seluruh Indonesia;

Kepala BPMP/BBPMP scluruh Indonesia; dan

Kepala BBPPMPV/BPPMPV seluruh Indonesia.
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 5737102, 5733129, Faksumile (021) 5721245, 5721244,
Laman http:  Tbup kel

SALINAN

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR 026/H/KR/2024
TENTANG
SATUAN PENDIDIKAN PELAKSANA
IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kurikulum yang
mampu  beradaptasi dengan kemajuan  ilmu
pengetahuan dan teknologi., perkembangan global,
seria keragaman sosial dan budava, perlu menerapkan
kebijakan  Kurikulum Merdeka pada satuan
pendidikan;

b. bahwa dalam menerapkan kebijakan Kurikulum
Merdeka pada satuan pendidikan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan satuan
pendidikan  pelaksana implementasi  Kurikulum
Merdekn;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Badan Standar,
Kurnikulum, dan Asesmen Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Satuan
Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum
Merdeka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6762);

. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 156);

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang
Perubaban atas Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum
pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan
Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN
ASESMEN PENDIDIKAN KEMENTERIAN  PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG SATUAN
PENDIDIKAN PELAKSANA IMPLEMENTAS]I KURIKULUM
MERDEKA.

KESATU : Menctapkan satuan pendidikan pelaksana Implementasi
Kurikulum Merdeka sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Kepala Badan ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2024
KEPALA BADAN,
TTD.
ANINDITO ADITOMO
Salinan scsuai dengan aslinya, NIP PPPK 197908262023211002
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YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

PANGERAN KORNEL (YPK) SUMEDANG

Akta Notaris No : 1 Tanggal 05 September 2014
Sekretanis : JI. Swadava No. 71 Pamingkiran Telp. (0261) 201812 Sumedang

SU . TERANGAN
Nomor : 02/Kep/YPK/XII/K 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama - Drs. K. Yuyun Hidayat

Jabatan Ketua Yayasan

Nama Yavasan Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Pangeran Kornel Sumedang
Alamat Jalan Swadaya No. 71 Panyingkiran Sumedang

No. Kontak - 0822 1694 5810

Dengan ini menyatakan bahwa Yayasan kami memiliki dan mengelola sistem serta program
sebagai benkut -
I Teknologi Informatika
Program Keahlian :  Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim
2. Bisni dan Manajemen
Program Keahlian - | Pemasaran
2. Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis

Demikian surst keterangan ini dibuat dengan scbenar-benarnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya




PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN

Mo PendopaTepalkalong Teln (1241) 201737 Fax (0761) 206377 Sonerigly 43321,

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ¢

Nomor : 642.2/ b&3,4.Kep.Disdin2014
TENTANG

Pemberian Ljin Operasional Kepada SMK YPK Sumedang
Kabupaten Sumicdang Tahun Melajaran 201472015,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang ;nﬂmmmmmj-mmwmm
den Pemerintah;
b. Blhmmukmﬁnhanmmmmghhnp-mnpmmmﬁhm

umedang;
c. B:hw:mmmmmmk!jinﬂpuuimldnpemhuhm
Sekolah tersebut di atas telah dipenuhi;

Sumedang, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Sumedang tentsng Pemberian Tjin
Operasional Kepada SMK YPK Sumedang Sumedang Kabupaten
Sumedang untuk berjalan Sekolah Menengalr Kejuruan (SMK) YPK
Sumedang Sumedang Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten
Sumedang mulai tahun pelajaran 2014/2015.

Mengingat .|, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 lentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tlmbalnnlgmbumnl‘lepnﬂtmbliklmhnuﬁuﬂmﬂﬂn;

2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dsersh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,

3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun 2014
Nomor 252, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar
5601);

4, Peraturan Pemerintah NMomor 19 Tahun 2008 tentans Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesua
Nomor 4496),

5, Peraturan Pemerintmh Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintaban Antara Pemerintah, Pemerintshan Deerah

Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambshan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737},

6, thnmﬂmiTTmzmimWIjibB&ljr

Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



7.

v.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Penandaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2008
Nﬁ;ﬂ 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggarsan Pendidikan (Lembamn Negara Republik
Indovesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambshan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggarsan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indovesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah;

IU. Peraturan Menten Pendidikan Nasional Nomor 235 labun 2006

11,

2.

13.

4.

15.

16.

17,

18

is

20.

21

tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah,

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan:

Poiglwnn Meuled Peodidikan Nasious] Nowwe 24 Tl 2007
tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sckolah Dasar/
Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sckolah Menengah Pertama/Madrasah
Tsanewiyah (SMP/Mis), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah
Aliyah (SMA/MA),

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007
mngSlmdurPemlnhmPuﬂicﬁhnduhPmerith;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional! Nomor 40 Tahun 2008
tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolash Menengah
Kejuruan /Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK),

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 52 Tahun 2008

Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMK/MAK),

Peraturan Mentenn Pendidikan Nasiona! Nomor 13 lahun 010
teniang pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota:
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tamm 2014
tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan
pendidikan Dasar dan Menengah,

Pesatuian Daerah Pioviisi Jawa Barat Nowor 7 Tabun 2008 Wulasg
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daersh Provinsi jawa Barat
Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
WMWJlmBmHmlﬂan?mlm
Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat ( Lembaran Daerah Tahun
2008 Nomor @ Serj D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

.Keputusan Bupati Sumedang Nomor 49 tahun 2001

tentang
Pelimpehan sebagian wewenangan Bupati pada Dinas Pendidikan



MENETAPKAN

Kedus

I Rekomendasi dari Kepala Dikmenjur Kanwil Depdikbud
Provinsi Jawa Bamt tanggal 14 September 1985 Nomor
912/102.5E 8;

2, aﬁm;mm:Mpnmmsmm
tanggal 16 April 1984 Nomor : 20/11-02.13/C84:

3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tell Sumedang
tanggal 16 April 1984 Nomor : 421.3/833/H.M,

4 Akta Notaris tanggal 18 Juni 1979 Nomor 25;

MEMUTUSKAN
Pemberian [jin ional kepada SMK YPK Sumedang Sumedang
untuk berjalan Sekolah Kejurugn (SMK) YPK Sumedan

Sumedang Kabupaten Sumedang mulai tahun pelajaran 20 1472018,

;Mmhnmhpllﬂidmmwm

Pendidikan mmmmmmmﬁmm

Keputusan ini mulai berlaku ditetapkan dengan catatan
mm?mmmﬁmmummm
akan dindakan perbaiken separlunys.

Dikeluarkendi: SUMEDANG
Pada Tanggal : 1) februari 2014
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BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
(BAN-S/M)

ocrtifikat Akreditasi
Nomor :  02.00/604/BAP-SM/X/2011

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN /
MADRASAH ALIYAH KEJURUAN
Badan Akreditasi MNasional 1 (BAN-S/M) manetapkan

- b A p 2 it

PO TR e e S S [t =

mampéroleh akreditasi dengar pe

Serifikat Akrecitasi Sekoiah / Madrasah ini  berlaku sampai dengan
lerhitung sejak tanggal ditetapkan.

Bacan Akreditas: Provinsi Sekolah/Madrasah
Jowa Barat




SMK YPK SUMEDANG

Nilal
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Standar Proses 92
Standor Pendidik dan Tenage Kependidkan |
Standar Sarana dan Prasarans
Standar Pengeiclaan
Standar Perdaion Pendidikan | M.
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Miles Adchur

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI :
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. e ‘Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah
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BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
(BAN-5/M)

Sertifikat Akreditasi

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/
MADRASAH ALIYAH KEJURUAN
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NILAI AKREDITAS!
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KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI :

Peringiat
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DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH Vil
|

DEDE AMAR, M.M.Pd

Diberikan Kepada :

Sumedang, 16 Maret 2018
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIll,
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bahwa
SMK YPK SUMEDANG
Ugian Nasional Tahun 2018
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PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

] m..:\.,u_,_ '

Untuk menyelenggarakan Uian Praktik Kojuruan SMK Tahun 2018

Demikian Keterangan inl cibuat, untuk dipergunakan sebagal bahan keiengkapan

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wiayah VIl Provinsi Jawa Barat dengan ini
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